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. UMUM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, vyaitu:
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
yang senantiasa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, serta untuk mempertahankan kedaulatan negara
dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem
pertahanan dan keamanan negara membutuhkan Kketersediaan
peralatan utama yang didukung oleh kemampuan industri dalam
negeri, kepemilikan teknologi canggih dan teknologi tepat guna,
penguasaan sumber daya ekonomi, dan percepatan pencapaian
tujuan nasional. Selama ini ketersediaan Alat Peralatan Pertahanan
dan Keamanan belum didukung oleh kemampuan Industri
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Pertahanan secara optimal dan mandiri yang menyebabkan masih
adanya ketergantungan terhadap produk Alat Peralatan Pertahanan
dan Keamanan dari luar negeri.

Memiliki pertahanan dan keamanan yang tangguh merupakan sebuah
kebutuhan yang mendasar bagi suatu bangsa dan negara.
Kemampuan pertahanan dan keamanan tidak saja penting dalam
menjaga keselamatan bangsa dan negara, tetapi juga merupakan
simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan
maupun kepentingan nasional, baik dalam aspek ekonomi (economic
well-being) bahkan mewujudkan tatanan dunia yang menguntungkan
(favourable world order).

Visi yang perlu diterapkan bagi kemajuan dan kemandirian Industri
Pertahanan di Indonesia adalah visi yang memuat semangat untuk
mewujudkan ketersediaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan
secara mandiri. Kemampuan Industri Pertahanan harus didukung
oleh pengelolaan manajemen yang visioner serta mengandalkan
sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi,
sehingga mampu mendukung tercapainya kemajuan teknologi Alat
Peralatan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan perkembangan
zaman. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa untuk mewujudkan
kemampuan Industri Pertahanan, diperlukan penyelenggaraan dan
pengelolaan secara terpadu melalui pemberdayaan Industri
Pertahanan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki industri strategis
pertahanan dan keamanan yang dapat menjawab tuntutan dan
tantangan tersebut. Namun, patut diakui bahwa kemampuan Industri
Pertahanan masih terbatas sehingga diperlukan upaya untuk
melakukan pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan.

Kemandirian pertahanan dan keamanan memerlukan tekad dan
keterpaduan upaya dari semua pihak, serta didukung oleh kebijakan
Pemerintah dalam pemberdayaan segenap potensi sumber daya
nasional, termasuk perangkat regulasi. Salah satu perwujudan
kemandirian pertahanan adalah kemandirian di bidang pemenuhan
kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. Dalam
membangun kemandirian tidak terlepas dari peran Industri
Pertahanan sebagai pelaku dalam pemanfaatan, penguasaan dan
pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan yang terpilih.

Penyelenggaraan Industri Pertahanan memerlukan sinergitas dan
integritas segenap pemangku kepentingan (stake holders) Industri
Pertahanan, yakni Pengguna, Industri Pertahanan serta Pemerintah.
Upaya mewujudkan Penyelenggaraan Industri Pertahanan,
memerlukan suatu penataan dan pengaturan yang dapat lebih
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menjembatani keserasian dalam memprioritaskan kepentingan
pertahanan dan keamanan dengan kepentingan nasional lainnya.

Dengan menggunakan perangkat pengaturan yang tegas dan jelas,
serta wujud pembangunan sistem industri yang sistematis dan
teroganisir, efektivitas dan efisiensi pemberdayaan segenap
kemampuan industri nasional dalam mendukung pemenuhan
kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dapat
ditingkatkan.

Oleh karena itu, diperlukan adanya Undang-Undang tentang Industri
Pertahanan dalam upaya memberikan landasan hukum bagi
pelaksanaan di bidang industri pertahanan nasional yang sepenuhnya
dapat mendorong dan memajukan pertumbuhan industri yang
mampu mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan
Pertahanan dan Keamanan.

Undang-Undang ini mengatur tentang tujuan, fungsi, dan ruang
lingkup Industri Pertahanan. Selain itu, diatur pula hal-hal yang
berkaitan dengan kelembagaan, Komite Kebijakan Industri
Pertahanan, pengelolaan Industri Pertahanan, pemasaran produk
yang dihasilkan dari seluruh proses produksi yang dilakukan Industri
Pertahanan.

Pengaturan hal tersebut merupakan suatu upaya untuk
mengembangkan dan memanfaatkan Industri Pertahanan menuju
kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dan jasa pemeliharaan alat
peralatan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, kementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian, dan pihak yang diberi izin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan pengaturan
kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi Industri
Pertahanan agar bekerja secara sinergis sehingga pada akhirnya
Industri Pertahanan dapat berkembang dan dimanfaatkan secara
optimal.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas prioritas” adalah bahwa
penyelenggaraan Industri Pertahanan dilaksanakan sesuai
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dengan prioritas pembangunan dan kemampuan pertahanan
dan keamanan negara secara bertahap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa
penyelenggaraan Industri Pertahanan yang melibatkan
berbagai pihak terkait dan pelaksanaannya harus terpadu
serta terkoordinasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkesinambungan” adalah
bahwa  penyelenggaraan Industri Pertahanan  yang
berkesinambungan serta harus dilaksanakan secara dini agar
dapat menghasilkan barang dan jasa yang dapat
didayagunakan untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien berkeadilan”
adalah bahwa penyelenggaraan Industri Pertahanan perlu
dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip
manajemen modern, demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, Dberkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan,
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional agar mencapai
hasil guna dan daya guna yang optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa
penyelenggaraan Industri Pertahanan harus  dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas visioner” adalah bahwa
penyelenggaraan Industri Pertahanan harus memberikan
solusi yang |Dbersifat strategis jangka panjang dan
menyeluruh.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas prima’ adalah bahwa
penyelenggaraan Industri Pertahanan memberikan manfaat
bagi seluruh pemangku kepentingan secara keseluruhan
mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir sehingga dapat
memberikan hasil yang optimal.


http://www.djpp.depkumham.go.id

5 No. 5343

Huruf h

Yang dimaksud dengan *“asas profesional” adalah bahwa
penyelenggaraan Industri Pertahanan dan seluruh lembaga
yang berkaitan dengan Industri Pertahanan serta sumber
daya manusia yang ada di dalamnya harus dapat
menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan
kapasitas dan kapabilitasnya yang mengacu pada ketentuan
di dalam Undang-Undang ini.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kualitas” adalah bahwa
penyelenggaraan Industri Pertahanan beserta produk Alat
Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang dihasilkan harus
memenuhi Kriteria atau standar yang telah disepakati sesuai
dengan perkembangan kemajuan teknologi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kerahasiaan” adalah bahwa
penyelenggaraan Industri Pertahanan yang berkaitan dengan
formulasi rancang bangun produk pada proses atau kegiatan
penelitian dan pengembangan teknologi Alat Peralatan
Pertahanan dan Keamanan tidak boleh diketahui oleh pihak-
pihak di luar Industri Pertahanan serta di luar instansi yang
berkaitan dengan Industri Pertahanan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas tepat waktu” adalah bahwa
penyelenggaraan Industri Pertahanan yang berkaitan dengan
penyampaian atau distribusi Alat Peralatan Pertahanan dan
Keamanan yang diproduksi oleh Industri Pertahanan kepada
Pengguna harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang
telah disepakati.

Huruf |

Yang dimaksud dengan “asas tepat sasaran” adalah bahwa
penyampaian atau distribusi Alat Peralatan Pertahanan dan
Keamanan yang diproduksi oleh Industri Pertahanan harus
diterima dan digunakan oleh Pengguna yang memesan Alat
Peralatan Pertahanan dan Keamanan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tepat guna” adalah bahwa Alat
Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang diproduksi oleh
Industri Pertahanan serta yang diterima oleh Pengguna harus
digunakan sesuai dengan peruntukannya.
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Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan sumber daya
manusia nasional” adalah bahwa anggaran pertahanan dan
keamanan yang ada harus dipergunakan secara efektif untuk
membayar jam Kkerja yang dilakukan oleh tenaga kerja
nasional dalam proses produksi Industri Pertahanan.

Huruf o

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa
penyelenggaraan Industri Pertahanan mampu memenuhi
kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan
berdasarkan sebagian besar dan/atau sepenuhnya pada
sumber daya yang ada di dalam negeri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inovatif” adalah rancang bangun dan
hasil produksi menghasilkan rancang bangun yang
merupakan temuan baru.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pasal 4

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.
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Pasal 11

Yang dimaksud dengan “alat utama” adalah produk berupa alat
utama sistem senjata (alutsista) untuk tujuan sistem pertahanan
dan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan “komponen utama” adalah produk berupa
bagian besar dan/atau vital atau penting dari alat utama.

Yang dimaksud dengan “komponen” adalah produk berupa bagian
terkecil dari komponen utama atau alat utama yang tidak bisa
diuraikan lagi.

Yang dimaksud dengan “bahan baku” adalah bahan dasar dalam
pembuatan komponen utama, komponen dan/atau pendukung
termasuk suku cadang.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “wahana (platform)” adalah landasan dari
bagian besar dan vital dari alutsista yang belum dilengkapi
dengan sistem persenjataan dan/atau teknologi yang khusus
untuk kerahasiaan dan keamanan operasi militer. Contoh: kapal
cepat yang belum dilengkapi senjata, radar, dan alat komunikasi
yang dapat digunakan untuk keperluan komersial atau sipil.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “industri komponen dan/atau pendukung
(perbekalan)” adalah industri tier 3 (tiga) yang memproduksi suku
cadang untuk alutsista dan/atau komponen utama serta
perbekalan.

Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Yang dimaksud dengan “Industri Pertahanan yang bersifat
strategis” adalah Industri Pertahanan yang menghasilkan produk
strategis termasuk formulasi rancang bangun dan/atau
penguasaan teknologi yang ditentukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan
sebagai Ketua Harian KKIP.

Pasal 17
Cukup jelas.
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Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perencanaan strategis pembangunan
kekuatan pertahanan dan keamanan” adalah perencanaan
yang berkaitan dengan penyiapan kemampuan produksi
peralatan yang bernilai strategis misalnya kapal selam,
pesawat tempur, kendaraan tempur, dan peluru kendali.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
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Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Ayat ini tidak melarang mengalokasikan dana penelitian dan
pengembangan bagi perusahaan yang mengalami kerugian.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “formulasi rancang bangun teknologi
Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan bersifat rahasia”
adalah formulasi rancang bangun yang merupakan inovasi
asli dari sumber daya manusia pada lembaga penelitian dan
pengembangan, perguruan tinggi, institusi penelitian dan
pengembangan, baik institusi pemerintah maupun swasta di
bidang pertahanan dan keamanan, Pengguna, dan/atau
industri utama.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
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Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan produksi’ di antaranya
mengenai pengaturan pendanaan dua fungsi produksi
Industri Pertahanan dan Keamanan.

Yang dimaksud dengan “dua fungsi produksi Industri
Pertahanan dan Keamanan” adalah kemampuan Industri
Pertahanan dan Keamanan untuk menghasilkan produk Alat
Peralatan Pertahanan dan Keamanan, dan/atau produk
lainnya untuk kepentingan sipil.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Pengguna dan Industri Pertahanan dapat mengusulkan
kepada KKIP untuk menggunakan produk luar negeri dengan
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pengadaan melalui proses langsung atau pabrikan tanpa
perantara/pihak ketiga.

Ayat (4)

Dalam rangka melaksanakan pemberian pertimbangan,
Pemerintah memberikan informasi kepada DPR tentang asal
negara pembuat.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “kandungan lokal” adalah semua
produk dalam negeri yang dimiliki oleh orang
perseorangan/badan hukum Indonesia yang
mengandung unsur komponen (hardware dan software),
Hak Kekayaan Intelektual, perekayasaan (engineering),
man hour, customer support, dan pelatihan (training).

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “partisipasi industri” (ofset) adalah
pengaturan antara Pemerintah dan pemasok senjata dari luar
negeri untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada
negara pembeli, dalam hal ini Negara Republik Indonesia
sebagai salah satu persyaratan jual beli.

Partisipasi industri dapat diwujudkan dengan beberapa
bentuk seperti produksi bersama (coproduction), saham
patungan (joint venture), beli kembali (buy-back), alih
pengetahuan (knowledge transfer), dan pelatihan.
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Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Pasal 44

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak jangka panjang” adalah

pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang

dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 45

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan mendesak” adalah suatu
kondisi pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia
mendapatkan ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri
sehingga perlu segera dibutuhkan pengadaan Alat Peralatan
Pertahanan dan Keamanan yang memadai agar dapat
mengatasi ancaman tersebut dengan efektif.

Yang dimaksud dengan “pembelian langsung” adalah
pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang
sudah tersedia.

Ayat (2)

Pasal 46

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.
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Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah penjualan alat
dan/atau jasa pemeliharaan dan perbaikan Alat Peralatan
Pertahanan dan Keamanan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Ayat (1)

Penjualan produk Industri Pertahanan mencakup penjualan
yang dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 61

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kontrak tahun jamak” meliputi
kontrak induk dan kontrak tahunan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “preferensi harga” adalah hak
Industri Pertahanan untuk didahulukan dan diutamakan
daripada harga produk luar negeri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program kerja” meliputi penelitian
dan pengembangan, perekayasaan, alih teknologi,
pembiayaan, pembelian, produksi, dan peningkatan
kapasitas produksi.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.
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